
ABSTRAK 

Revenge porn adalah tindakan dimana seseorang menyebarkan video, foto, maupun konten 

seksual tanpa izin korban dengan motif balas dendam. Revenge porn biasanya dilakukan 

pelaku dengan alasan tidak terima diputuskan oleh korban atau hal lain yang membuat 

pelaku memiliki rasa dendam terhadap korban sehingga pelaku melakukan tindakan 

pornografi balas dendam (revenge porn) dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik 

korban dan mempermalukan korban, atau bahkan ada juga pelaku yang melakukan tindak 

revenge porn ini atas dasar kesenangan semata. Revenge porn sering terjadi dengan 

pemaksaan atau ancaman terhadap seseorang, untuk menyebarkan konten asusila secara 

online. Konten yang disebarkan bisa berupa rekaman audio, foto atau video yang dibuat 

oleh pasangan atau mantan pasangan yang memiliki hubungan intim dengan consent atau 

persetujuan orang tersebut, atau bahkan dapat dibuat tanpa sepengetahuan korban. Undang-

Undang yang berlaku masih belum jelas pengaturan tentang ancaman bagi pelaku revenge 

porn dan masih belum mengatur khusus tentang perlindungan terhadap korban revenge porn 

secara spesifik, serta peraturan yang sudah ada dan berlaku untuk pelaku tindak pidana 

pornografi balas dendam masih terkesan kurang jelas dan tidak spesifik membahas unsur-

unsur dalam tindak pidana revenge porn itu sendiri. Meskipun peraturan di Indonesia sudah 

ada pasal-pasal yang mengatur tentang larangan tindakan penyebaran konten pornografi 

secara online, tetapi belum ada yang spesifik mengatur tentang tindakan penyebaran 

pornografi balas dendam mencakup semua unsur-unsurnya sebagai tindak kejahatan yang 

seringkali disertai dengan pengancaman oleh pelaku yang menyebabkan korban merasa 

tidak aman. Penelitian ini merekomendasikan adanya kebijakan hukum pidana yang secara 

spesifik mengatur tentang tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn).  

 

 

Kata Kunci: kebijakan hukum pidana, pornografi balas dendam.  

 

 

 


